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TENTANG

MORATORIUM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENA]{AMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka penyempurnaan t:.lta kelola usaha perkebunan secara strategis,
terpadu dan terkoordinir, maka dipandang perlu untuk melakukan Moratoriumlzin
Prinsip Penanarnan Modal Dalam Negeri yang berbadan hukum dan Penanarnan
I\tfodai Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan mengikutsertakan semua
seklor, dengan ini nnenginstruksikan :

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
Kepala tsadan Investasi dan Promosi Aceh;
Kepala Dinas Perkebunan Aceh;
Pa,ra Bupati/ tffe lil<ota se-Aceh.

Untuk
KESA?U Mengambil laegkah-Iangkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,

dan kenenangan masing-masing kepada yang diinstruksikan untuk
mendukung Moratorium lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
yang .berbadan hukum dan Penaneman Modal Asing di Bidang
Perkebunan Kelapa Sawit untuk yang baru, kecuali yang sudah
nrendapatkan Izin Lokasi, Izirr Usaha Perkebunan dan Hak Guna
Usaha.
Kepala Badan Pelayanan dan Periainan Terpadu Aceh mengambil
langkah-langkah sebagai berikut :

a. melakukan penundaan iain baru dan tidak memproses penerbitan
Izin Prinsip Penanarnan Modal Asing di bidang perkebunan Kelapa
sawit; dan

b. meLalanlw{nventarisasi secara komprehensif terhadap seluruh
Inn trrinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbadan
hnkum dan Penanaman Modal Asing di bidang perkebunan kelapa
sawit.

Kepala Dinas Perkebunan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:
a. melakukan pendataan secara cermat terhadap izin usaha

perkebunana swasta nasional yang berbadan hukum;

KEDUA

KETIGA



KEENAIvI :

KETUJUH :

KEEMPAT :

b. melakukan penundaan rekornendasi telcris terhad ap iznt usaha
perkebunan baru;

Kepala Badan Investasi dan promosi Aceh mengambil langkah-
langkah sebagai berikut :

a. mel,rakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan penjelasan
tentang ]v{oratorium rnn Prinsip penanaman Modal Dalam Negeri
dan Penanaman Modal Asing di Bidang perkebunan Kelapa Sawit
yang baru kepada calon investor yang akan melakukan investasi di
bidang perkebunan kelapa sawit; dan

b. tidak menerbitkan rekomendasi/pertimbangan teknis untuk
pen"anarlan modal yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang
perkebunan kelapa sawit.

Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh tidak menerbitkan izin
lokasi yang baru terhadap rz,r. Prinsip penanaman Mod.al Dalam
{eqeri }-ang benbadan hukum dan penanaman Modal Asing di Bidang
Perkebunan Keiapa Sawit.
Dala:n rangka moratorium rnn prinsip yang baru terhadap
Penanarnan Modar Dalarn Negeri yang berbadan hukum dan
Penanaman Modal Asing di Bidang perkebunan Kelapa sawit
dilaksanakan dengan melibatkan peran ahif masyarakat"
sebagai tindak lanjut dari moratorium rnn prinsip ya;Lg baru
terhadap Penanarnan Modal Datam Negeri yang berbadan hukum dan
Penanarnan Modal Asing di Bidang perkebunan Kelapa sawit,
Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan tim
ke{a.

KELIMA :

KEDELAPAN: Moratorium Iein Prinsip yang baru terhadap Penanaman Modal Dalam
Negeri yang berbadan hukum dan Penana.man Modal Asing di Bidang
Pe1\ebunan Kelapa Sawit dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak instmksi ini ditetapkan.

KESEMBILAIY: Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-bailrrya dan penuh
tanggung jawab.

KESEPLTLUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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SAI.MAH * dari h:struksi ini disampaikan kepada
1. Menteri Datam Negeri RI;
2. Menteri Pertanian RI;
3. Menteri Linglrungan Hidup dan Kehutanan RI;

! Menteri Agraria dan Tata Rueng / Kepala Badan pertanaha:r Nasional RI;
5. Kepala B.adan Koordinasi Penalarnan Modat RI;
6. Wa-li Nanggroe;
7. Ketua Dewan psrTvaLilerr Ra$lat Aceh;
8. Pa:rgdarn Iskandar Muda;
9. Kapolda Aceh;
10. Kepata Kejaksaan Tinggi Aceh;
11. I{etua Pengadlilan Tinggi Aceh;
12. Para Relrtor Perguruan Tingg Negeri dan Swasta;
13. Ketua GAPKI Aceh;
14" Gabungan Petrusahaar^ Perkebunan Daerah Aceh.----------------------------


